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SALINAN PUTUSAN
Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.GM
ey ’.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
putusan dalam perkara cerai talak antara :
PEMOHON, Tempat dan tanggal lahir Tanak Beak, 14 Oktober 1985, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Tanak Beak, sebagai
“Pemohon”;
melawan
TERMOHON, Tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 10 Mei 1989, agama
Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, semula bertempat
kediaman di Desa Tanak Beak, saat ini tidak diketahui
alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik
Indonesia (Gaib), sebagai “Termohon”;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus
2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang
Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.GM, setelah diadakan perbaikan di persidangan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1.
Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon

melangsungkan pernikahan di Narmada, Kabupaten Lombok Barat,
sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada

Nomor: 01/01/1/2014, tertanggal 02 Januari 2014;
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2.

Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah

kediaman Pemohon di Desa Tanak Beak;
3.

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4.

Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan Agustus 2015 kehidupan rumah

tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang
disebabkan antara lain:

a. Termohon sering cemburuan kepada Pemohon tanpa alasan
yang jelas;
b. Antara Pemohon dan Termohon sering berselisih pendapat yang

berujung pertengkaran;

5.
Bahwa lebih kurang sejak bulan Oktober 2016 berturut-turut hingga
sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan sepengetahuan
Pemohon. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada
komunikasi lagi dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti
di wilayah Republik Indonesia;

6.

Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain

menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya;
7.

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan

Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk
menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 Put. No.663/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar
menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan
sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai
kekuatan hukum yang tetap;

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun ia telah
dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut
ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mau bersabar
menunggu kedatangan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan
membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon dengan perbaikan pada nama Termohon yang benar TERMOHON;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5201031410850002,
tanggal 11 Juni 2015, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok
Barat, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/1/2014 atas nama
Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Gerung tertanggal 2-1-2014, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan
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aslinya yang ternyata sesuai (P.2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor:
145/01/Pem.I/TB.T/VII/2019, tanggal 23 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh
Kepala Dusun Tanak Beak Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3).
Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan
saksi-saksi sebagai berikut :
Saksi 1, SAKSI P1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Desa Lembuak di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi Paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang

menikah pada tahun 2014 dan telah pula mempunyai akta nikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah

kediaman Pemohon di Dusun Tanak Beak Timur, Desa Tanak Tanak Beak,

Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan

Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi setahun
setelah menikah mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran mulut,
saksi tahu karena diceritakan oleh Pemohon bahwa Pemohon sering

bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena

Termohon cemburu buta tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon dan
Termohon merasa nafkah yang diberi oleh Pemohon masih kurang sehingga

menuntut lebih banyak lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah pisak sejak akhir

tahun 2016, Termohon pergi secara diam-diam dan sampai dengan
sekarang ini tidak diketahui keberadaanya dan alamatnya oleh Pemohon

maupun keluarganya;
- Bahwa saksi tahu sejak pergi sampai dengan sekarang Termohon tidak

pernah memberi kabar kepada Pemohon melalui surat maupun telephon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah beberapa kali menanyakan

keberadaan Termohon melalui telephon maupun menanyakan langsung
kepada keluarganya maupun teman-temannya akan tetapi tidak ada yang
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mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi sudah memberi nasihat kepada Pemohon akan tetapi

Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
Saksi 2, SAKSI P2, umur 38 tahun, agama lIslam, pekerjaan Dagang,

bertempat tinggal di Desa Kuripan, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi Keponakan

Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang

menikah pada tahun 2014 dan telah pula mempunyai akta nikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah

kediaman Pemohon di Dusun Tanak Beak Timur, Desa Tanak Tanak Beak,

Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan

Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi setahun
setelah menikah mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran mulut,
saksi tahu karena diceritakan oleh Pemohon bahwa Pemohon sering

bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena

Termohon cemburu buta tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon dan
Termohon merasa nafkah yang diberi oleh Pemohon masih kurang sehingga

menuntut lebih banyak lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah pisak sejak akhir

tahun 2016, Termohon pergi secara diam-diam dan sampai dengan
sekarang ini tidak diketahui keberadaanya dan alamatnya oleh Pemohon

maupun keluarganya;
- Bahwa saksi tahu sejak pergi sampai dengan sekarang Termohon tidak

pernah memberi kabar kepada Pemohon melalui surat maupun telephon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah beberapa kali menanyakan

keberadaan Termohon melalui telephon maupun menanyakan langsung
kepada keluarganya maupun teman-temannya akan tetapi tidak ada yang

mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi sudah memberi nasihat kepada Pemohon akan tetapi

Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
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Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
bukti-bukti lagi;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya
tetap pada dalil permohonannya untuk mengucapkan ikrar talak terhadap
Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada
hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon adalah
mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi
kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama,;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon
telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon yang sekarang
tidak diketahui alamatnya secara pasti telah dipanggil dengan cara dan
tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 139 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil’/kuasanya yang sah
dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis, dan
ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum.
Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. maka
permohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (fotokopi kartu tanda
penduduk), P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) dan P.3 (fotokopi surat keterangan)
yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan
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pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang
lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti
yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309
RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohon
bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang
sedangkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui
alamatnya, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke
Pangadilan Agama Giri Menang, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, ternyata Pemohon dan
Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon
dan Termohon masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing)
sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Termohon sekarang
tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena alamat Termohon tidak jelas,
Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan “untuk melakukan perceraian harus
ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai
suami isteri”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan
huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai
sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak
keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Pemohon
telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya
sebagai saksi dimuka sidang;
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Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan keterangan saksi-
saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang
telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

- Bahwa sejak kurang lebih Agustus 2015 kehidupan rumah tangga
Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak kurang
lebih Oktober 2016 hingga sekarang;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas
Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah mengalami disharmonisasi perkawinan, dan dengan memperhatikan
sikap Pemohon yang bertahan untuk tetap menceraikan Termohon, maka
rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk
hidup rukun sebagaimana suami isteri dalam satu bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan
bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan
sakinah mawaddah warahmah, oleh karena itu dengan memperhatikan
pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara
Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan
sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon
sudah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah
pecah (broken marriage) akan dapat menimbulkan mafsadah yang lebih besar
dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam
menghindari mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.
Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap
Termohon dapat dibenarkan;
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Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan

dengan dalil syar’i :
- Surah Al-Bagarah ayat 227
prle groaw alll Hlo GMall lgo ;e Olg

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak,

maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";
- Kaidabh fikih :
> ¢, awlaoll pasio e wal> pllasll

Artinya : “Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil
manfaatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah
mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya
dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., permohonan Pemohon
patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum
permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i telah memenuhi Pasal 118,
131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan
memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini
berkekuatan hukum tetap (in kracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara
ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI
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1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang
Pengadilan Agama Giri Menang;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami H. Moh.
Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.l. sebagai Ketua Majelis serta Rusydiana
Kurniawati Linangkung, S.H.l. dan Fathur Rahman, S.H.l., M.S.l. sebagai
Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota dengan dibantu Abdul Misran, S.H.l. sebagai Panitera
Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd. Ttd.

Rusydiana Kurniawati L., S.H.I. H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.
Hakim Anggota,

Ttd.

Fathur Rahman, S.H.l., M.S.I.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Misran, S.H.I.
Perincian Biaya Perkara:
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. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,00

. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

. Biaya Panggilan : Rp. 320.000,00

. Biaya PNBP Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00

. Biaya Redaksi :Rp. 10.000,00

. Biaya Meterai :Rp._6.000,00

Jumlah : Rp. 436.000,00
(Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

o O~ WN P
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